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ABSTRACT

The transfer of land rights involving non-indigenous Indonesian citizens in the Special
Region of Yogyakarta is subject to a distinctive land policy under the Instruction of the
Deputy Head of the Special Region of Yogyakarta Number K.898/1/A/1975, which
requires the relinquishment of land ownership rights. This policy affects the
administrative actions of the Land Office and may give rise to legal disputes. This
study aims to analyze the administrative actions of the Kulon Progo Land Office in the
transfer of land rights involving non-indigenous Indonesian citizens, examine the
judges’ legal considerations in Decision Number 136/Pdt.G/2023/PN Yyk juncto
Number 86/PDT/2s024/PT Yyk, and identify its implications for land administration
services. The research employed an empirical juridical method with a qualitative
approach through interviews, document studies, and literature reviews. The findings
indicate that the Kulon Progo Land Office implements the land rights relinquishment
mechanism in accordance with the land policy applicable in Yogyakarta. The court
held that the dispute concerned administrative actions of government officials and
therefore fell outside the jurisdiction of the general courts. This study concludes that
the administrative actions undertaken were consistent with the applicable land policy
and that the court decision provides greater certainty regarding dispute resolution
authority and the implementation of land administration services.

Keywords : administrative action, transfer of land rights, non-indigenous Indonesian
citizens, land administration services, Special Region of Yogyakarta.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik, pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan
dasar masyarakat yang mencakup penyediaan barang publik, jasa publik, dan
pelayanan administratif. Pelayanan tersebut menjadi tanggung jawab instansi
pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk BUMN dan BUMD,
yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku (Chasana dkk., 2021).

Dalam bidang pertanahan, pelayanan publik memegang peranan yang
sangat krusial karena berhubungan langsung dengan aspek penguasaan,
pemilikan, penggunaan, serta pemanfaatan tanah sebagai sumber daya yang
esensial bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Di Indonesia, tanah
tidak hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga memiliki makna
sebagai identitas dan dasar legitimasi sosial (Badri, 2025).

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan, tindakan administrasi pemerintahan yang
selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintah atau
penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan
perbuatan konkret dalam rangka penyelenggara pemerintahan. Menurut Suanro
& Malik Mizan (2021) tindakan administratif dapat berupa keputusan tertulis
maupun tindakan faktual yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan.

Pada pelaksanaannya, penyelenggaraan administrasi pertanahan dilakukan
oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui unit kerjanya, yaitu Kantor
Wilayah BPN di tingkat provinsi serta Kantor Pertanahan di tingkat
kabupaten/kota yang melaksanakan pendaftaran hak atas tanah dan

pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah (Latifah, 2024). Lembaga ini



dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
1988 dengan tugas membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan
administrasi pertanahan baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria maupun peraturan
perundang-undangan lainnya, meliputi pengaturan penggunaan, penguasaan,
dan pemilikan tanah, pengaturan hak-hak atas tanah, pengukuran, serta
pendaftaran tanah sesuai kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Seiring dengan
meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap tanah, berbagai bentuk
hubungan hukum atas tanah pun semakin kompleks dan menuntut adanya
kepastian dalam setiap proses administrasinya (Latifah, 2024). Oleh sebab itu,
pengelolaan pertanahan terutama terkait peralihan hak perlu dilaksanakan
secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab guna menjamin kepastian
hukum (Badri, 2025).

Peralihan hak atas tanah merupakan suatu mekanisme hukum yang
bertujuan untuk memindahkan hak milik atau hak guna dari satu pihak kepada
pihak lainnya melalui perbuatan hukum tertentu, seperti jual beli, hibah,
pewarisan, tukar-menukar, maupun pemberian hak (Abdul Hakim Amrulloh,
2025). Dalam sistem hukum pertanahan, peralihan hak atas tanah merupakan
salah satu peristiwa hukum yang wajib didaftarkan sebagai bagian dari
pendaftaran tanah guna menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak.
Sehingga menimbulkan kewajiban administratif bagi kantor pertanahan
(Ekawati dkk., 2021).

Dalam pelaksanaannya, proses peralihan hak tersebut wajib mengikuti
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang
Pokok Agraria (UUPA) khususnya Pasal 20 dan Pasal 26. Proses ini dipandang
sebagai wujud tanggung jawab negara dalam menjamin terciptanya kepastian
hukum, keadilan, dan manfaat bagi masyarakat luas sesuai fungsi tanah yang

bersifat sosial dan publik (Hidayah dkk., 2025).



Namun demikian, peralihan hak atas tanah tidak jarang menimbulkan
berbagai permasalahan hukum. Salah satunya ketidaksesuaian antara ketentuan
normatif dan implementasi di lapangan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan
sengketa, baik antara masyarakat dengan instansi pertanahan maupun antar
subjek hukum yang berkepentingan atas suatu bidang tanah (Aguslim dkk.,
2025).

Permasalahan dibidang pertanahan merupakan isu yang sangat krusial
sehingga tidak jarang menimbulkan berbagai problematika, terutama ketika
terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan antar aturan hukum yang berlaku
dengan tindakan administratif seperti proses verifikasi dokumen, pencatatan
permohonan, pendaftaran peralihan hak, serta pengambilan keputusan
administratif terkait diterima atau ditolaknya permohonan yang dilakukan oleh
kantor pertanahan (Nurhadi, 2024). Kondisi tersebut semakin kompleks apabila
praktik yang terjadi berada dalam lingkup wilayah yang terbatas, seperti pada
satu provinsi yang memiliki status keistimewaan (Puri, 2013).

Adanya pengaturan tentang keistimewaan Yogyakarta pertama kali diatur
dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Istimewa Yogyakarta. Pada Pasal 4 terdapat pengaturan mengenai tiga belas
macam urusan rumah tangga Daerah Istimewa Yogyakarta yang diserahkan
oleh Pemerintah Pusat, yakni:

1. Urusan Umum;

Urusan Pemerintah Umum;

Urusan Agraria;

Urusan Pengairan, jalan-jalan, Gedung-gedung;
Urusan Pertanian dan Perikanan;

Urusan Kehewanan;

Urusan Kerajinan, perdagangan dalam negeri, perindustrian, dan koperasi;

e A o

Urusan perburuhan dan sosial;



9. Urusan pengumpulan bahan makanan dan pembagiannya;
10. Urusan penerangan;

11. Urusan Pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan,;

12. Urusan Kesehatan;

13. Urusan Perusahaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat diketahui bahwa salah satu
bentuk hak keistimewaan daerah tersebut berkaitan dengan kewenangannya
dibidang agraria dan pertanahan (Naufal, 2021).

Dalam aspek pertanahan, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki
karakteristik khusus yang ditandai dengan adanya Tanah Kasultanan dan Tanah
Kadipaten. Di samping itu, pengaturan mengenai penguasaan hak atas tanah di
wilayah DIY dikenal penggunaan istilah Warga Negara Indonesia pribumi yang
selanjutnya disebut WNI pribumi, dan Warga Negara Indonesia non-pribumi
yang disebut sebagai WNI non-pribumi. Pribumi merujuk pada penduduk
Indonesia yang berasal dari suku-suku asli dimana secara historis merupakan
mayoritas di Indonesia. Sementara itu, non-pribumi adalah penduduk Indonesia
yang berasal dari keturunan etnis tertentu, seperti Tionghoa dan India, serta
ekspatriat asing (Puspita, 2023).

Istilah tersebut diperkuat kembali dengan adanya Instruksi Wakil Kepala
Daerah DIY Nomor K.898/1/A/1975 yang mengatur pembatasan kepemilikan
hak milik atas tanah bagi Warga Negara Indonesia (WNI) non-pribumi
(Nurhidayati & Sugiyah, 2019). Adapun bunyi dari Instruksi Wakil Kepala
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tentang
Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah kepada seorang WNI

nonpribumi adalah sebagai berikut:



“Guna penyeragaman policy pemberian hak atas tanah dalam wilayah Daerah
Istimewa Yogyakarta kepada seorang WNI non Pribumi, dengan ini diminta:
apabila ada seorang WNI non Pribumi membeli tanah hak milik rakyat,
hendaknya diproseskan sebagaimana biasa, ialah dengan melalui pelepasan
hak, sehingga tanahnya kembali menjadi tanah Negara yang dikuasai langsung
oleh Pemerintah Daerah DIY dan kemudian yang berkepentingan/melepaskan
supaya mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah DIY untuk
mendapatkan suatu hak.”

Menurut Khairunnisa dkk. (2023) Instruksi tersebut menegaskan larangan
pemberian hak milik atas tanah kepada warga negara non-pribumi di Daerah
Istimewa Yogyakarta. Jenis hak atas tanah yang dapat diberikan kepada warga
negara non-pribumi dibatasi pada hak guna bangunan, hak pakai, dan hak guna
usaha. Apabila warga negara non-pribumi telah memiliki hak milik atas tanah
di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka yang bersangkutan wajib melepaskan
hak tersebut dan selanjutnya mengajukan permohonan hak atas tanah lain
kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebijakan tersebut dalam
praktiknya menjadi dasar bagi kantor pertanahan dalam melaksanakan
pendaftaran peralihan hak atas tanah di Yogyakarta (Irawan, 2017).

Menurut Khairunnisa dkk. (2023) hingga kini kewenangan Daerah
Istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonom juga masih diatur dalam peraturan
terbaru yang mengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2012. Adapun keistimewaan tersebut meliputi:

1. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur
dan Kepala Daerah;

Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;

Kebudayaan;

Pertanahan; dan

wok »w N

Tata ruang.
Pengaturan kembali kewenangan keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta di bidang pertanahan menyebabkan Instruksi Wakil Kepala Daerah



DIY Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman policy Pemberian Hak atas
Tanah kepada WNI non-pribumi kembali memiliki landasan hukum dalam
pelaksanaannya (Naufal, 2021). Walaupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 telah diberlakukan secara penuh di Daerah Istimewa Yogyakarta sejak
ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984, namun dalam
kenyataannya Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
tersebut tetap berlaku sampai sekarang (Fatimah dkk., 2019). Bahkan,
pengakuan terhadap kekhususan pengaturan pertanahan di Daerah Istimewa
Yogyakarta terus berkembang, salah satunya melalui Peraturan Menteri Agraria
dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2022
tentang Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Daerah
Istimewa Yogyakarta yang mengatur mekanisme pendaftaran tanah Kasultanan
dan Tanah Kadipaten sebagai bentuk implementasi kewenangan keistimewaan
DIY di bidang pertanahan.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang dimaksudkan untuk
memperbaiki sistem hukum agraria nasional serta mewujudkan keseragaman
pengaturan di bidang pertanahan, dalam pelaksanaannya tidak serta-merta
dapat diberlakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta karena adanya kewenangan
keistimewaan yang dimiliki daerah tersebut (Naufal, 2021). Kondisi tersebut
menunjukkan adanya perbedaan pengaturan hukum pertanahan di Daerah
Istimewa Yogyakarta. Di satu sisi, Undang-Undang Pokok Agraria menjamin
persamaan hak bagi seluruh Warga Negara Indonesia tanpa membedakan latar
belakang etnis. Namun, di sisi lain, terdapat kebijakan daerah yang mana dalam
pelaksanaannya membedakan perlakuan antara WNI pribumi dan WNI
nonpribumi untuk pemberian hak milik atas tanah (Supama & Imbiri, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat terlihat bahwa pelayanan peralihan hak
atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta berada dalam posisi yang kompleks,

yakni di antara tuntutan penyelenggaraan pelayanan publik yang menjunjung



prinsip kepastian hukum dan persamaan hak sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Pokok Agraria dengan kewajiban pelaksanaan kebijakan
pertanahan daerah yang bersumber dari kewenangan keistimewaan DIY.
Kondisi ini berimplikasi langsung pada tindakan administratif pertanahan,
khususnya dalam peralihan hak atas tanah yang melibatkan WNI non-pribumi
harus tunduk pada mekanisme pelepasan hak sebagaimana ditentukan dalam
Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975.

Perbedaan pengaturan mengenai kepemilikan dan peralihan hak atas tanah
di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam praktik sering menimbulkan persoalan
hukum, khususnya bagi Warga Negara Indonesia non-pribumi yang
mengajukan permohonan peralihan hak atas tanah. Permasalahan tersebut
muncul ketika para penggugat yang merupakan Warga Negara Indonesia non-
pribumi mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah kepada
Kantor Pertanahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun dalam
proses administrasi pertanahan, permohonan tersebut tidak dapat diproses
karena berdasarkan kebijakan pertanahan yang berlaku di daerah tersebut,
Warga Negara Indonesia non-pribumi tidak dapat secara langsung memperoleh
hak milik atas tanah dan harus terlebih dahulu melakukan mekanisme pelepasan
hak.

Tidak diprosesnya permohonan pendaftaran peralihan hak tersebut
menimbulkan keberatan dari pihak yang berkepentingan karena dianggap
membatasi haknya sebagai Warga Negara Indonesia untuk memperoleh hak
atas tanah. Para penggugat kemudian menilai bahwa tindakan Kantor
Pertanahan yang menolak atau tidak memproses permohonan tersebut
merupakan bentuk pelanggaran hak, sehingga mereka mengajukan gugatan
perdata ke Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor Perkara 136/Pdt.G/2023/PN
Yyk.

Dalam pemeriksaan perkara tersebut, Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak

memasuki pokok sengketa mengenai sah atau tidaknya peralihan hak atas tanah



yang dimohonkan. Pengadilan terlebih dahulu menilai mengenai kewenangan
mengadili perkara dan menyatakan bahwa perkara yang diajukan bukan
merupakan kewenangan peradilan umum. Putusan tersebut kemudian
dikuatkan pada tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta
Nomor 86/PDT/2024/PT Yyk. Pengadilan menegaskan bahwa permasalahan
utama dalam perkara tersebut tidak terletak pada sah atau tidaknya peralihan
hak atas tanah secara perdata, melainkan pada tindakan administratif yang
dilakukan oleh Kantor Pertanahan sebagai pejabat pemerintahan dalam proses
pelayanan pertanahan.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, terlihat adanya persoalan hukum
yang berkaitan dengan tindakan administratif pejabat pertanahan dalam proses
peralihan hak atas tanah yang sesuai dengan ketentuan Instruksi Wakil Kepala
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tentang
Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Non
Pribumi serta penentuan kewenangan peradilan dalam menyelesaikan perkara
yang timbul dari tindakan tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk
melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut yang
dituangkan dalam sebuah penelitian dengan judul “Analisis Tindakan
Administratif Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo Dalam Proses
Peralihan Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) Non-Pribumi
(Studi Kasus Tindak Lanjut Putusan Nomor 136/PDT.G/2023/PN Yogyakarta
Juncto 86/PDT/2024/PT Yogyakarta).”



B. Rumusan Masalah

1.

Bagaimana tindakan administratif Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon
Progo dalam proses peralihan hak atas tanah yang melibatkan WNI non-
pribumi?

Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim serta kewenangan
Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili perkara terkait
peralihan hak atas tanah yang melibatkan WNI non-pribumi sebagaimana
termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor
136/Pdt.G/2023/PN Yyk jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor
86/PDT/2024/PT Yyk?

. Bagaimana dampak gugatan dalam putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PN

Yyk Jo. 86/PDT/2024/PT Yyk terhadap praktik pelayanan peralihan hak

atas tanah di Kantor pertanahan Kulon Progo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1.

Untuk mengetahui tindakan administratif Kantor Pertanahan dalam proses
pelayanan peralihan hak atas tanah bagi pithak Warga Negara Indonesia non-

pribumi di Kantor Pertanahan Kulon Progo.

. Untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim serta kewenangan

Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili perkara terkait
peralihan hak atas tanah yang melibatkan WNI non-pribumi sebagaimana
termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor
136/Pdt.G/2023/PN Yyk jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor
86/PDT/2024/PT Yyk.

. Untuk menganalisis dampak gugatan dalam Putusan Nomor

136/Pdt.G/2023/PN Yyk juncto Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT Yyk
terhadap praktik pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten

Kulon Progo.



D. Manfaat Penelitian

1.

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dalam ilmu

hukum, khususnya hukum agraria dan hukum administrasi negara,
mengenai tindakan administratif dalam pelayanan pertanahan serta
kewenangan pengadilan dalam perkara peralihan hak atas tanah. Selain itu,
penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai
hubungan antara kebijakan pertanahan daerah dan prinsip persamaan hak

dalam hukum pertanahan nasional.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kantor Pertanahan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman hukum
mengenai mekanisme dan prosedur peralihan hak atas tanah di Daerah
Istimewa Yogyakarta, khususnya terkait kewajiban pelepasan hak bagi
WNI non-pribumi, sehingga dapat mencegah terjadinya permasalahan
yang sama. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan
evaluasi administratif guna mencegah timbulnya sengketa serupa di
kemudian hari serta meningkatkan kepastian hukum dalam pelayanan

pertanahan.

. Bagi Masyarakat

Penelitian ini1 diharapkan dapat memberikan pemahaman langkah
hukum yang dapat ditempuh dalam menghadapi permasalahan
pelayanan peralihan hak atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta,
khususnya terkait kewajiban pelepasan hak bagi WNI non-pribumi,
sehingga dapat mencegah terulangnya kembali perkara seperti pada

Putusan Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Yyk.
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C.

Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan tidak hanya menjadi referensi dalam
pengembangan kajian hukum agraria dan hukum administrasi negara,
tetapi juga dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang mengkaji
lebih mendalam mengenai tindakan administratif di bidang pertanahan,
khususnya dalam konteks daerah yang memiliki kewenangan

keistimewaan.
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Tindakan administratif Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo
Tindakan administratif yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten Kulon Progo berupa tidak dilanjutkannya proses peralihan hak
atas tanah yang diajukan oleh pemohon WNI non-pribumi. Meskipun
secara administratif berkas permohonan telah memenuhi persyaratan
pendaftaran peralihan hak atas tanah, proses tersebut dihentikan karena
mekanisme yang ditempuh pemohon tidak sesuai dengan kebijakan
pertanahan yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kantor
Pertanahan mendasarkan tindakannya pada Instruksi Wakil Kepala Daerah
DIY Nomor K.898/I/A/1975 yang mengatur bahwa WNI non-pribumi yang
memperoleh tanah hak milik harus terlebih dahulu melalui mekanisme
pelepasan hak sehingga tanah kembali menjadi tanah negara sebelum
mengajukan permohonan hak baru. Pada saat permohonan diajukan pada
tahun 2016, mekanisme yang diterapkan terhadap WNI non-pribumi adalah
perubahan atau penurunan hak sebelum dilakukan peralihan hak. Tindakan
tersebut dipandang oleh Kantor Pertanahan Kulon Progo sebagai bentuk
tindakan administrasi pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan
pertanahan yang dilakukan berdasarkan kewenangan administratif yang
dimiliki oleh Kantor Pertanahan. Sedangkan Penggugat memandangnya
sebagai bentuk perlakuan diskriminatif karena dianggap bertentangan
dengan prinsip persamaan kedudukan warga negara dalam hukum agraria

nasional.
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2. Pertimbangan hukum hakim dan kewenangan mengadili perkara

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Tinggi
Yogyakarta pada pokoknya berpendapat bahwa sengketa yang diajukan
para penggugat bukan merupakan sengketa keperdataan, melainkan
sengketa yang timbul akibat tindakan administrasi pemerintahan di bidang
pertanahan. Objek yang dipersoalkan adalah tindakan Kantor Pertanahan
Kabupaten Kulon Progo yang tidak melanjutkan proses peralihan hak atas
tanah, sehingga perkara tersebut termasuk dalam kategori sengketa
tindakan pemerintahan. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Yogyakarta
dinyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili
perkara tersebut. Kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa
tersebut berada pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pertimbangan
tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta melalui
Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT Yyk. Dengan kata lain, putusan memberi
kepastian mengenai forum, tetapi belum memberikan kepastian substantif
mengenai standar komunikasi pelayanan dalam penerapan kebijakan
pertanahan khusus di DIY. Sehingga kekosongan ini menjadi dasar penting
bagi perbaikan pelayanan administratif.

3. Dampak Gugatan Terhadap Praktik Pelayanan Pertanahan

Gugatan dalam perkara Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Yyk juncto
Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT Yyk memberikan dampak terhadap
praktik pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon
Progo. Dampak positif yang muncul antara lain meningkatnya ketelitian
aparatur dalam melakukan verifikasi dokumen, penguatan tata kelola
administrasi pertanahan, peningkatan kualitas dokumentasi tindakan
administratif, serta meningkatnya keterbukaan informasi kepada
masyarakat mengenai kebijakan pertanahan di Daerah Istimewa
Yogyakarta. Selain itu, putusan tersebut juga memberikan penegasan

mengenai kompetensi absolut peradilan dalam penyelesaian sengketa

128



administrasi pertanahan. Di sisi lain, gugatan juga menimbulkan dampak
negatif berupa potensi menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap
pelayanan pertanahan, meningkatnya tantangan dalam menjelaskan
kebijakan pertanahan khusus DIY kepada masyarakat, serta bertambahnya
kehati-hatian aparatur yang pada kondisi tertentu dapat memperpanjang
proses pelayanan administrasi. Meskipun demikian, putusan pengadilan
tidak mengubah mekanisme pelayanan peralihan hak atas tanah karena
majelis hakim tidak memeriksa pokok perkara dan hanya memutus
mengenai kewenangan mengadili sengketa tersebut.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan
beberapa saran sebagai berikut:
1. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo

Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo perlu meningkatkan
transparansi dan kualitas dalam pemberian informasi kepada masyarakat
terkait mekanisme perolehan hak atas tanah bagi WNI non-pribumi di
Daerah Istimewa Yogyakarta. Informasi tersebut perlu disampaikan secara
jelas sejak tahap konsultasi maupun penerimaan berkas agar masyarakat
memahami prosedur yang harus ditempuh dan dapat menghindari
terjadinya sengketa akibat kesalahan pemahaman terhadap kebijakan
pertanahan yang berlaku. Dalam pengembangan mitigasi tersebut dapat
berupa lembar informasi khusus tentang mekanisme perolehan hak bagi
WNI keturunan di DIY, daftar periksa dokumen yang membedakan
peralihan secara langsung dan pelepasan hak. Selain itu, Kantor Pertanahan
Kabupaten Kulon Progo perlu memperkuat koordinasi internal antara back
office dengan petugas pelayanan yang berhadapan langsung dengan
masyarakat (front office). Sehingga kantor pertanahan tetap dapat
melaksanakan kebijakan yang berlaku, tetapi sekaligus mengurangi

peluang munculnya keberatan karena adanya kebijakan yang ada di DIY.
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2. Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Notaris

PPAT dan Notaris perlu lebih memperhatikan ketentuan pertanahan
yang berlaku secara khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum
menyusun akta maupun memberikan pendampingan hukum kepada para
pihak. Sebagai pihak yang memeriksa dokumen dan berhadapan langsung
dengan para pemohon sebelum pembuatan AJB, PPAT seharusnya dapat
mengantisipasi potensi kendala administrasi termasuk yang berkaitan
dengan status WNI non-pribumi di DIY. PPAT seharusnya berperan sebagai
garda terdepan dalam memberikan pemahaman yang baik terhadap
mekanisme pelepasan hak dan permohonan hak baru bagi WNI non-
pribumi sehingga dapat meminimalkan terjadinya kesalahan prosedur yang
berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Apabila sejak sebelum
pembuatan akta, PPAT telah memberikan penjelasan mengenai adanya
kebijakan khusus di DIY, para pihak dapat memilih langkah yang lebih
sesuai dan meminimalkan risiko pembatalan di kantor pertanahan.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat khususnya WNI non-pribumi yang akan memperoleh hak
atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu memahami ketentuan
hukum dan kebijakan pertanahan yang berlaku sebelum melakukan
perbuatan hukum terkait tanah. Mengingat kebijakan tersebut memiliki
latar belakang historis dan karakteristik khusus yang diakui dalam
penyelenggaraan pertanahan di DIY, pemahaman yang memadai terhadap
prosedur yang berlaku dapat meminimalisasi terjadinya kesalahan
administratif maupun sengketa di kemudian hari. Selain itu, apabila terjadi
sengketa terkait tindakan administratif pertanahan, masyarakat perlu
menempuh upaya hukum melalui lembaga peradilan yang berwenang

sesuai dengan objek sengketa yang dihadapi.
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4. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih lanjut mengenai
harmonisasi antara kebijakan pertanahan khusus Daerah Istimewa
Yogyakarta dengan prinsip persamaan hak warga negara dalam hukum
agraria nasional, serta efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa
administrasi pertanahan melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Kajian
tersebut penting untuk memperkaya pengembangan ilmu hukum agraria dan

hukum administrasi negara di Indonesia.
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